
BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG KREDITUR DAN DEBITUR 

A. Pengertian Kreditur dan Debitur 

Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adapun pengertian kreditur adalah 

adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang 

yang dapat ditagih di muka pengadilan.15 Namun dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) 

UU No. 37 Tahun 2004 memberikan defenisi yang dimaksud dengan kreditur 

dalam ayat ini adalah baik kreditur konkuren, kreditur separatis maupun kreditur 

preferen. Khusus mengenai kreditur separatis dan kreditur preferen, mereka dapat 

mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas 

kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitur dan haknya untuk 

didahulukan.Sedangkan Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena 

perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka 

pengadilan.16  

Selain itu adapun pengertian lain kreditur dan debitur yaitu Kreditur 

adalah pihak bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang mempunyai piutang 

karena perjanjian atau undang-undang.17 Debitur adalah orang atau badan usaha 

yang memilki hutang kepada bank atau lembaga pembiayaan lainnya karena 

perjanjian atau undang-undang. 18 Debitur pailit adalah debitur yang sudah 

dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan. 

15Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang 

16 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang 

17 Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, 2003. “Kamus Istilah Perbankan”, Atalya Rileni 
Sudeco, Jakarta. Hal .118 

18 Ibid 
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Istilah kreditur juga sering kali menimbulkan multitafsir. Apalagi di era 

UU No. 4 Tahun 1998 ada 3 (tiga) kreditur yang dikenal dalam KUH Perdata, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Kreditur konkuren 

Kreditur konkuren ini diatur daam asal 1132 KUH Perdata. Kreditur 

konkuren adalah para kreditur dengan hak pai Passau dan pro rata, artinya para 

kreditur secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang 

didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing 

dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta 

kekayaan debitur tersebut. Dengan demikian, para kreditur konkuren mempunyai 

kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitur tanpa ada yang 

didahulukan. 

2. Kreditur preferen (yang diistimewakan) 

Yaitu kreditur yang oleh undang-undang, semata-mata karena sifat 

piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditur preferen merupakan 

kreditur yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang-

undang diberikan kepada seseorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi 

dari pada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.19 

Untuk megetahui piutang-piutang mana yang diistimewakan dapat dilihat dalam 

Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata. Menurut Pasal 1139 piutang-piutang 

yang diistimewakan terhadap benda-benda tertentu antara lain : 

1) Biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman 

untuk melelang suatu benda bergerak maupun tidak bergerak. Biaya ini 
19 Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
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dibayar dari pendapatan penjualan benda tersebut terlebih dahulu dari 

semua piutang lainnya yang diistimewakan, bahkan lebih dahulu pula dari 

pada gadai dan hipotik; 

2) Uang sewa dari benda-benda tidak bergerak, biaya-biaya perbaikan yang 

menjadai kewajiban si penyewa, beserta segala apa yang mengenai 

kewajiban memenuhi persetujuan sewa; 

3) Harta pembelian benda-benda bergerak yang belum dibayar; 

4) Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang; 

5) Biaya untuk melakukan pekerjaan pada suatu barang, yang masih harus 

dibayar kepada seorang tukang; 

6) Apa yang telah diserahkan oleh seorang pengusaha rumah penginapan 

sebagai demikian kepada seorang tamu; 

7) Upah-upah pengangkutan dan biaya-biaya tambahan; 

8) Apa yang harus dibayar kepada tukang batu, tukng kayu dan lain-lain 

tukang untuk pembangunan, penambahan dan perbaikan benda-benda 

tidak bergerak, asal saja piutangnya tidak lebih tua dari tiga tahun dan hak 

milik atas persil yang bersangkutan masih tetap pada si berutang. 

9) Penggantian serta pembayaran yang harus dipikul oleh pegawai yang 

memangku sebuah jabatan umum, karena segala kelalaian, kesalahan, 

pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dalam jabatannya. 

Adapun Pasal 1149 KUH Perdata menentukan bahwa piutang-piutangnya 

yang diistimewakan atas semua benda bergerak dan tidak bergerak pada 
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umumnya adalah yang disebutkan di baawah ini, piutang-piutang mana dilunasi 

dari pendapatan penjualan benda-benda itu menurut urutan sebaga berikut:20 

1) Biaya-biaya perkara, yang semata-mata disebabkan oleh pelelangan dan 

penyelesaian suatu warisan, biaya-biaya ini didahulukan dari pada gadai 

dan hipotek; 

2) Biaya-biaya penguburan, dengan tidak mengurangi kekuasaan hakim 

untuk menguranginya, jika biaya itu terlampau tinggi; 

3) Semua biaya perawatan dan pengobatan dari sakit yang penghabisan; 

4)  Upah para bururh selama tahun yang lalu dan upah yang sudah dibayar 

dalam tahun yang sedang berjalan, beserta jumlah uang kenaikan upah; 

5) Piutang karena penyerahan bahan-bahan makanan yang dilakukan kepada 

si berutang beserta keluarganya, selama waktu enam bulan yang terakhir; 

6) Piutang-piutang para pengusaha sekolah bersrama, untuk tahun yang 

penghabisan; 

7) Piutang anak-anak yang belum dewasa dan orang-orang yang terampu 

terhadap sekalian wali dan pengampu mereka. 

3. Kreditur separatis 

Yaitu kreditur pemegang hak jaminan kebendaan in rem, yang dalam KUH 

Perdata disebut dengan nama gadai dan hipotek. Hak penting yang dipunyai 

kreditur separatis adalah hak untuk dapat kewenangan sendiri 

menjual/mengeksekusi objek agunan, tanpa putusan pengadilan (parate eksekusi). 

Hak tersebut untuk : 

a. Gadai  

20 Jono, 2010. “Hukum Kepailitan”, Sinar Grafika. Jakarta. Hal.6 
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Diatur dalam pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUH Perdata yang 

diberlakukan terhadap benda-benda bergerak.dalam sistem jaminan gadai, 

seseorang pemberi gadai (debitur) wajib melepaskan penguasaan atas 

benda yang akan dijaminkan tersebut kepada penerima gadai (kreditur). 

b. Hipotek 

Yang diberlakukan untuk kapal laut yang berukuran minimal 20 m3 dan 

sudah terdaftar di syahbandar serta pesawat terbang. 

c. Hak tanggungan 

Hak tanggungan diatur dalam Undang-UndangNo. 4 Tahun 1996 tentang 

Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan 

Tanah, yang merupakan jaminan atas hak-hak atas tanah tertentu berikut 

kebendaan yang melekat di atas tanah. 

d. Jaminan fidusia 

Hak fidusia diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia, yang objek jaminankan dengan gadai, hipotek dan hak 

tanggungan. 

 

B. Hak dan Kewajiban Kreditur 

Di atas telah dikatakan bahwa kredtur adalah orang yang memiliki piutang. 

Dalam hal ini orang yang memiliki piutang dapat berupa orang orang atau badan 

hukum, Bank, Lembaga Pembiayaan, Penggadaian atau Lembaga Penjamin 

Lainnya.  

Dalam hal ini hak maupun kewajiban  dari kreditur adalah memberikan 

pinjaman kepada seorang debitur berupa uang atau mungkin modal untuk sebuah 
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usaha dari debitur atau penggunaan lain yang akan digunakan dari pinjaman uang 

tersebut. Dalam hal ini hak kreditur mempunyai kewajiban membantu siapa saja 

yang akan melakukan pinjaman. Dan sebagai gantinya kreditur berhak menahan 

barang atau benda berharga milik debitur sebagai jaminan kepada kreditur untuk 

melakukan pelunasan hutangnya. 

Dalam hal lembaga peminjaman adalah Gadai maka benda yang berharga 

sebagai jaminannya seperti emas. Dalam hal jaminan fidusia yang merupakan 

perjanjian khusus yang diadakan antara debitur dan kreditur untuk 

memperjanjikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Jaminan yang bersifat kebendaan, yaitu adanya benda tertentu yang 

dijadikan agunan. 

2. Jaminan yang bersifat perorangan atau personlijk yaitu adanya orang 

tertentu yang sanggup membayar atau memenuhi prestasi debitur jika 

debitur cidera janji.21 

Dalam hubungan fidusia, jelas bahwa ada keterkaitan erat antara para 

pihak yaitu adanya hubungan kepercayaan atas dasar itikad baik. Hubungan 

kepercayaan tersebut sekarang bukan semata-mata atas dasar kehendak kedua 

belah pihak saja, namun didasarkan atas aturan hukum yang mengikat. Jaminan 

bersifat kebendaan dilembagakan dalam bentuk hipotek, hak tanggungan, fidusia, 

gadai, dan undang-undang sistem resi gudang.  

Secara garis besar, jaminan diatur dalam peraturan perundang-undangan 

Republik Indonesia mempunyai asas sebagai berikut ;22 

21 Andreas Albertus, 2010. “Hukum Fidusia”, Penerbit Selaras, Malang. Hal. 31 
22 Ibid Hal. 32-33 
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1. Hak jaminan memberikan kedudukan yang didahulukan bagi kreditur 

pemegang hak jaminan terhadap para kreditur lainnya. 

2. Hak jaminan merupakan hak assessoir terhadap perjanjian pokok yang 

dijamin dengan perjanjian tersebut. Perjanjian pokok yang dijamin itu 

adalah perjanjian utang-piutang antara kreditur dan debitur, artinya 

apabila perjanjian pokoknya berakhir, maka perjanjian hak jaminan 

demi hukum berakhir pula. 

3. Hak jaminan memberikan hak separatis bagi kreditur pemegang hak 

jaminan itu. Artinya, benda yang dibebani dengan hak jaminan itu 

bukan merupakan harta pailit dalam hal debitur dinyatakan pailit oleh 

pengadilan. 

4. Hak jaminan merupakan hak kebendaan atas real right artinya hak 

jaminanitu akan selalu melekat di atas benda tersebut atau selalu 

mengikuti benda tersebut kepada siapapunjuga benda beralih 

kepemilikannya atau droit de suite. 

5. Kreditur pemegang hak jaminan mempunyai kewenangan penuh untuk 

melakukan eksekusi atas hak jaminannya. Artinya, kreditur pemegang 

hak jaminan itu berwenang untuk menjual sendiri, baik berdasarkan 

penetapan pengadilan maupun berdasarkan kekuasaan yang diberikan 

undang-undang, benda yang dibebani dengan hak jaminan tersebut  

dan mengambil hasil penjualannya untuk melunasi piutangnya kepada 

debitur. 

6. Oleh karena merupakan hak kebendaan, maka hak jaminan berlaku 

bagi pihak ketiga, terhadap hak jaminan berlaku asas publisitas. 
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Artinya, hak jaminan tersebut harus didaftarkan di kantor pendaftaran 

hak jaminan yang bersangkutan. 

Dari pemaparan diatas tersebut jelas dapaat dikatakan bahwa hak dan 

kewajiban kreditur adalah sebagai lembaga jaminan atau peminjaman untuk 

memberikan bantuan dana terhadap debitur, dimana hal tersebut di daftarkan 

kepada lembaga penjamin kebendaan yang bersangkutan, dan dalam hal ini 

kreditur berhak menerima jaminan dari seorang debitur, dan jika tidak terjadi 

pelunasan hutang oleh debitur maka kreditur berhak mengeksekusi barang 

jaminan dengan menjual atau menyatakan debitur tersebut pailit karena tidak 

mampu membayar hutang. 

 

C. Hak dan Kewajiban Debitur 

Pengertian mengenai debitur telah dipaparkan diatas, yaitu seseorang yang 

memiliki hutang. Dalam hal mengenai hak dan kewajiban seorang debitur 

merupakan kebalikan dari hak dan kewajiban kreditur. Karena seorang debitur 

adalah orang yang memiliki hutang, maka kewajibannya adalah membayar lunas 

hutangnya kepada kreditur. Selain itu debitur juga mempunyai kewajiban berupa 

memberikan jaminan kepada kreditur sebagai jaminan hutangnya, seketika debitur 

membayar lunas maka debitur berhak menerima kembali barang yang dijaminkan 

sebagai agunan peminjaman kepada pihak kreditur. 

Dalam hal ini orang dikatakan sebagai debitur adalah orang atau 

perorangan yaitu dalam hal ini baik laki-laki maupun perempuan dapat dinyatakan 

pailit oleh pengadilan jika tidak mampu membayar hutang kepada satu atau lebih 

kreditur.  Perserikatan-perserikatan atau perkumpulan-perkumpulan yang bukan 
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badan hukum seperti maatschap, firma dan perkumpulan komanditer, perseroan-

perseroan atau perkumpulan-perkumpulan yang berbadan hukum seperti 

Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan Yayasan.23 

Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 melalui Bab I Ketentuan Umum 

pada Pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa “setiap orang adalah orang 

perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum 

maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi”. Melalui ketentuan ini jelas 

bahwa setiap orang baik orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi 

yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi 

dapat mengajukan permohonan pailit dan dapat diajukan pailit, dalam arti bisa 

menjadi kreditur atau debitur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23 Sunarmi Op Cit Hal. 66 
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